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Abstrak

EFEKTIFITAS PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU
BENTUK PEMBINAAN NARAPIDANA
(Studi kasus di Rumah Tahanan Negara Klas 11 B Batusangkar }

{Rizky Sistazha, Fakultas Hukum, Universitas Andalas. (4 140088, 90 halaman)

Permasalahan  vang dihadapi lLembaga Pemasyarakatan maupun
Rumah Tahanan Wegara dewssa ini semakin bertambah, diantaranya masalah
kelebihan kapasitas warga hunian, besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah
untuk bigya operasional, serta prinsip memelihara narapidana selama mungkin di
dalam penjara dianggap sudah tidak relevan lagi. karena belum tentu dapat
menimbulkan efek jera terhadap narapidana. Untuk itu  dilaksanakanlah
gembinaan [uar terhadap narapidana tersebut, yakni asimilasi, pembebasan
bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat yang juga menjadi hak bagi
narapidana. Dimana terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkannya,
baik syarat substantif maupun syarat administratifnya, dan pelaksanaan dari
pembinaan luar tersebut tidak lepas dari pengawasan Balai Pemasyarakatan,
Kejaksaan  Negeni, Instansi luar  vang  bekerjasama dengan  Lembaga
Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, serta masyarakal. Dengan
demikian diharapkan dapat mengurangi permasalahan vang dihadapi Lembaga
Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Nepara. Yang menjadi bahasan dalam
penelitian ini adalah efektifitas dari pembebasan bersyaral sebagai salab satu
bentuk pembinaan narapidana, Dasar pelaksanaan program pembebasan bersyarat
tercantum dalam PP No. 28 Tahun 2006, Pasal 331 sampai 333 KUHAP, Pasal 15
KUHP, UU No. 12 Tahun 1995, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Rl Nomor
M. 01, PK. 04, 10 Tahun 2007, dan ditegaskan lagi dalam Surat Edaran Direktur
Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E. PK 04, 10-75 Tanggal 3 September 2007,
Dalam penyempumazan lisan ini, digunakan metode penelitian secara yuridis
sosiolopis yaitu dengan memakai pengumpulan data primer langsung dari
lapangan melalui wawancara terhadap pihak-pihak vang terkait langsung dengan
pelaksanazn pembebasan bersvarat yaitu petugas Rumah Tahanan Negara Klas [I
B Batusangkar. Penclitian ini bertujuan untuk mengetahui efekiifitas dari
pembebasan bersvarat, pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
penpawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat vang diberikan kepada
narapidana, serta permasalahan yang dibadapi dalam pemberian pembebasan
bersyarat, Dari hasil penelitian dapat diketahui babwa baik prosedur maupun
pelaksanaan pembebasan bersvarat Gudah efektif] namun dalam pelaksanaannya
terdapal permasalahan vaitu minimnya [@ane,_dan kurangnya koordinasi antara

peran pengawas dan pihak yvang bertugas' mengawasi klien pemasyarakatan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cara efektif menpurangi penghuni Lembaga Pemasyarakatan
maupun  adalah  mengetektitkan pemh&hasa.n bersyarat. Pembebasan bersyarat,
selanjutnya  disingkat dengal; PH _l:-':tda.‘lnh proses pembinaan nm‘aplda:_m di luar
Lembaga Pemasyarakatan yomg—selanpuinys - disingkat dt:ngarii L.‘*LPF'L;}]‘HELLIFIHH
Rumah Tahanan MNegarma -yang selanjutnya  disingkat denga.n'-r_x_lﬂ.l'!ﬂr'-«!x?: setelah
menjalani  sekurang-kurangnya 23 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9
(sembilan) bulan, schagaimana dimaksud dalam Pasal 1 PP Nomor 32 Th.1999
tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pemberian izin pembebasan bersyaral adalah wewenang Menten Kehakiman
dan HAM yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Dircktur Jenderal
Pemasyarakatan, Narapidana vang memperoleh PB hams memenuhi syarat-syarat |

1. Telah menjalan 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya, minimal 9 bulan,

2. Tangpal 2/3 dari masa pidana yang sekarang dibitung sejak tanggal

eksekusi jaksa.

3, Tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin,

Pembebasan Bersvarat juza dapat digunakan  sebagar salah satu cara
menuntaskan  peoblem  kelebihan  kapasitas (over-copaciny) di Lembaga

Pemasvarakataan yang sudah menjadi keprihatinan banyak pihak. Betapa tidak,



kondisi demikian divakini turut andil memicu tegadinya kekerasan di balik jerugi
besi. Prinsip “memelihara parapidana selama mungkin di penjara” sudah waktunya
dihilangkan, karena penjarm sudah mengalami over-capacin.”

Para penphuni penjara yang tergabung dalam Persatuan Narapidana Indonesia
yarrg-selanjumya disinghkat dcnganl_HAPI Illkut bersuara. mercka meminta Menhukham
Andi Matalatta hendaknyva segera mengakhin prinsip memelibara napi selama
mungkin di penjara karena terkait dengan kelebihan kapasitas tadi, semakin lama
seseorang di penjara, semakin menambah jumlah penghuni penjara dan semakin
menambah beban anggaran pemerintah, Hukuman lama belum tentu menimbulkan
efek jern, buktinya penghuni fapas terus bertambah. Schingga Pembebasan Bersyarat
ini dimaksudkan untuk meminimalisir aksi kekerasan di dalam penjara.”

NAPI meminta pemerintah mengkajl ulang rumus pembebasan bersyarul,
dengan memperhatikan pemotongan atas remisi, Keputusan Presiden No. 174 Tahun
1999, vang mengatur pemberian remisi bagi narapidana, scjatinya tak mengenal
‘pemotongan atas remisi’, Tetapi dalam prakteknya terjadi pemotongan 1/3 remisi
yang diperoleh narapidana, Dengan kata lain, sepertipa masa remisi vang diperolch
napi dihilanpgkan. Selama ini, rumus yang dipakai Dirjen adalah Pembebasan
Bersyarat = 2/3 (Hukuman — Remisi), MAP] mengusulkan rumusan it diubah

menjadi Pembebasan Bersyarat = (23 x Hukuman) — Remisi.”

" Unrung Sugiono, www kampas.com, Pembebasan Bersyarat, Pelugmg Nagd yang sarar artl,
“ari Benin tangeal 13 Agustus 2007

? Ibid
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BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara terdapat
2 {dua) bagian yaitu pembinean dalam Lembaga Pemasvarakatan ataun Rumah
Tahanan MNegara dan pembinaan luar Lembaga Pernasyarakatan atay Rumah
Tahanan Megara, Dimans pembinsan dalam  dilakukan oleh  petugas
pemasyarakatan  yang pada dasarnya arah pelavanan, pembinaan. dan
bimbingan yang baru dilakukan olch petupas pemasvarakatan adalah
memperbaiky tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan
pembinaan dapat tercapai, sedanghkan pembinaan luar narapidana ditempatkan
di tengah-tengah masyarakat, narapidana diintegrasikan dengan masyarakat
hingga masa pidananya berakhir. narapidana telah bertempat tinggal dalam
masyarakal scperti orang kebanyakan mereka ikt aktif dalam pekerjsan-
pekerjaan dalam masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannva terdapat kendala
kurangnya dana anggaran bagi BAPAS dalam melaksanakan pembinaan

terhadap klien

Sejauh ini Pembebasan Bersyarat dianpgap sudah cukup efektif dalam hal
pembinaan  narapidana,  karena  dengan  adanva  pembebasan  bersvarat

narapidana dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat, dan dengan
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adanya pembebasan bersvarat dapat mengatasi heherapa permasalahan dalam
Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, diantaranya masalah
kelebihan kapasitas warga hunian, besarnya dana vang dikelvarkan pemerintah
untuk biaya operasional, serts prinsi memelihara narapidana selama mungkin
di dalam penjara dianggap sudah tidak relevan lagi, karena belum tenty dapat

memmbulkan efek jera terhadap narapidana,

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian pembehasan bersyaratl dilakukan
oleh Balai Pemasyarakatan bersama Kejaksaan Negen, dimana pengawasan
ini dilakukan dengan cara laporan klien pemasvarakatan secara berkala dan
Juga tindakan kunjungan langsung ke kediaman klien vany dilakukan oleh
petugas pembimbing pemasyarakatan, dan reaksi dari masyarakat sckitar

lingkungan kediaman klien,

- Terdapat beberapa kendala dalam pelaksansan pembebasan bersyarat yailu
keterbatasan dana, sarana dan pra sarana serta faktor mekanisme pengawasan
vang masih kurang. Sarana fisik berupa kamar, sel, ruang lungpgu tamy dan
ruang besuk, ruang ibadab, ruang bimbingan kerja. ruang keschatan, benkel
kendaraan bermotor, dan bengkel kera yang masih perfu dikembangkan
kembali. Prasarana berupa kualilas dan kuantitas personil dalam melakukan
progran perawatan maupun pembinasn di Lembaga Pemasyarakatan vang

masih kurang.
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